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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR 46 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang  :  a. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau 

obat untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 

membawa konsekuensi masyarakat harus hidup 

berdampingan dengan ancaman Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan secara berkesinambungan 

melakukan upaya pencegahan melalui penerapan 

protokol kesehatan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari; 

b. bahwa dengan kondisi sebagaimana dimaksud huruf a, 

serta untuk menjaga kondisi kesehatan dan keselamatan 

warga satuan pendidikan belum dimungkinkan untuk 

dilaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan 

Pendidikan, dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari 

Rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode 

pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring; 

c. bahwa untuk mengurangi beban  masyarakat di 

Kabupaten Gresik dalam pembelajaran jarak jauh 

dan/atau secara daring, pemerintah daerah memberikan 

bantuan dana kepada desa yang digunakan untuk 

jaringan internet desa; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru 

Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 23); 

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI 

DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH. 

  

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan 

Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 

2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2020), diubah dan dibaca sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 

2. Bupati adalah Bupati Gresik. 

3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik. 

4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu   

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya  

disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan   

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan  

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 

memberdayakan masyarakat. 

10. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa  

yang membidangi urusan administrasi keuangan   

untuk menatausahakan keuangan desa antara lain 

menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, membayarkan dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam 

rangka pelaksanaan APBDesa. 
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11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu           

6 (enam) tahun.  

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut 

RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

13. Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

15. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, 

yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala 

desa atau sebutan lain yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang  

selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa  

yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

17. Pelaksanaa teknis pengelolaan keuangan desa yang 

selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur 

perangkat desa yang membantu kepala desa untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat  

Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 

PPKD.  

19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD 

20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, 

adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 

PPKD. 
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21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat    

menyimpan uang Pemerintahan Desa yang   

menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 

ditetapkan. 

22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM 

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 

mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

24. Pembangunan   Desa   adalah   upaya   peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan  untuk  sebesar- 

besarnya masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan,   kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui  penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan  pendampingan  yang sesuai  dengan  

esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan 

masyarakat desa. 

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

26. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil  

adalah dana transfer yang diterima oleh desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, 

konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan ADD dan 

Bagi hasil. 



8 
 

29. Corona Virus Desease 2019 yang selaniutnva 

disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran 

pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory 

Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah 

meniadi pandemi global berdasarkan penetapan dari 

World Health Organization (WHO) dan ditetapkan 

sebagai bencana non alam nasional berdasarkan 

Keputusan 'residen Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona 

Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 

Nasional. 

 

2. Di antara  Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

(1) Pemberian ADD tiap desa selain dengan 

mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 3       

ayat (1), Khusus dimasa pandemi   Covid-19 

Pemerintah daerah menambah secara merata ADD 

tiap desa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah). 

(2) ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk jaringan interner desa dalam 

mendukung   kegiatan belajar dari rumah/tempat 

tinggal masing-masing peserta didik melalui metode 

pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring. 

(3) Penambahan secara merata ADD tiap desa sebesar                   

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) khusus 

dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2020. 

(4) Besaran ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

3. Di antara  Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal  

yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 4A 

Penyaluran ADD pada alokasi khusus berupa jaringan 

internet desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan : 

a. Surat permohonan pencairan; 

b. Surat pengantar dari Kecamatan; dan 

c. Perdes tentang Perubahan APBDes. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 18 November 2020 

BUPATI GRESIK, 

 

                  ttd 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 18 November 2020 

 

       Pj. SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN GRESIK 

 

                ttd 

  

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM 

       Pembina Utama Muda 
           NIP. 19620904 199903 1 008  

   

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 47 


